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KATA PENGANTAR 
BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

 
 
PENDAHULUAN 
 

 Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas 
pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK 
pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai 
masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, 
sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga 
Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.  

 Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila 
ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, 
Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.  

 Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara-bila ada, tidak 
disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. 

 
 
FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT 
 

 Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut : 
 Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga 

Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan. 
 Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus 

Akuntansi Pemerintahan. 
 Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.  
 Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus 

kendali mutu jawaban.  
 Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP. 
 Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan. 
 Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP. 

 
 

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN 

 

 Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata 
bagi semua pemangku kepentingan. 

 Memberi panduan semacam yurisprudensi. 

 Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan  untuk memecahkan sendiri 
kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa 
walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi 
Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi 
pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau 
surat publik yang dilayangkan kepada KSAP. 

 Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.  
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 Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & 
LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK. 

 Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti 
kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi 
pemerintahan. 

 Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban 
masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis. 

 Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus 
muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk 
Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan 
mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru. 

 Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru 
atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan 
berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku 
kepentingan. 

 Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi 
contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP. 

 Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara- tidak disajikan dalam 
buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. 
 

 
KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP 
 

 Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian 
produk resmi KSAP. 

 Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi  atau Buletin Teknis baru 
tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan. 
 

 
PROSES BAKU (DUE PROCESS) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK 
 

 Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah 
dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut. 

 Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada 
dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi 
pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia 
akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, 
dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara 
langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan 
bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat 
dan proses tanda tangan surat oleh KSAP. 

 Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan 
perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang 
perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-
kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok 
Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban. 

 Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 
atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan 
membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber 
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rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber 
terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung 
oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP. 

 Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung 
memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei 
lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep 
sementara surat jawaban. 

 Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting 
KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak 
sejalan dengan keputusan rapat KSAP (discenting opinion). 
 

 
STRATEGI JAWABAN KSAP 
 

Strategi jawaban dan hampiran (approach) jawaban adalah sebagai berikut : 
 

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir 
PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila 
penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP 
harus berdasar Lampiran 2 tersebut. 

 
2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok 

Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran  2 PP 71 tahun 2010), nomor 
PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat 
rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) 
menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP, 
interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk 
kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat 
jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga 
menimbulkan masalah baru di masa depan. 

 
3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus 

dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk 
diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan 
umum. 

 
4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi 

pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat 
masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun 
KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai 
dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi 
seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi  atau dimensi basis peraturan 
perundang-udangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar 
domain KSAP. 

 
5. KSAP bersikap independent cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan 

integritas paripurna. 
 

6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, 
langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar, 
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mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas,  menghindari istilah kiasan, 
tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada 
kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan. 

 
 

 
PEDOMAN PENGGUNAAN 
 
Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya 
memahami bahwa : 
 

 Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, 
terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.  

 Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta 
mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban 
tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah. 
 

 
PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI 
PEMERINTAHAN 
 

 Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP. 

 Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada 
edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-
undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai 
pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan 
pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut. 

 
 
 

Jakarta,        Januari 2020 



No. Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal Hal

1 24-Jan-2020 S-14/K.1/KSAP/I/2020 Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi 

Lampung 

Pelaporan Keuangan BLUD : Obyek 

Pajak 1

2 24-Jan-2020 S-15/K.1/KSAP/I/2020 Kepala BPKAD Kabupaten Musi 

Banyuasin

Pelaporan Keuangan BLUD; ATB

5

3 31-Jan-2020 S-20/K.1/KSAP/I/2020 Direktur Jenderal Bina 

Keuangan Daerah

Kementerian Dalam 

Negeri

Akuntansi Dana BOS langsung dari 

RKUN Ke Sekolah 8

4 31-Jan-2020 S-21/K.1/KSAP/I/2020 Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Penyajian Kas Daerah 

12

5 11-Feb-2020 S-24/K.1/KSAP/II/2020 Bupati Kabupaten Subang Akuntansi Tanah Pihak Ketiga

14

6 11-Mar-2020 S-31/K.1/KSAP/III/2020 Sekretaris Jenderal Komnas HAM Akuntansi Tanah 

17

7 30-Jun-2020 S-48/K.1/KSAP/VI/2020 Sekretaris Daerah Pemerintah Kota 

Tangerang

Akuntansi LRA

20

8 30-Jun-2020 S-49/K.1/KSAP/VI/2020 Kepala Badan 

Pengelola Pendapatan 

Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah

Akuntansi LRA

23

9 30-Jun-2020 S-50/K.1/KSAP/VI/2020 Bupati Pemerintah Kabupaten 

Nias Barat

Akuntansi Kewajiban

25

10 30-Jun-2020 S-51/K.1/KSAP/VI/2020 Kepala Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset

Pemerintah Provinsi DI. 

Yogyakarta

Akuntansi Tanah dan Persediaan

27
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Jl. Pemuda No. 1 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515514

Faksimile 024-3541673, 3555704 Laman http://www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bppd@jatengprov.go.id

           
  Semarang, 9 Maret 2020
Nomor : 973 / 04.355 Kepada
Sifat : Segera    
Lampiran : - Yth.

 
Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 
(KSAP)Hal : Penatausahaan Pajak Rokok

 
 di -   

     Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan 

Program Jaminan Kesehatan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebegai berikut : 

1.  Bahwa penatausahaan penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah 

menggunakan pengakuan / pencatatan berbasis kas, sebesar dana yang ditransfer ke 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

2.  Hai ini mengakibatkan bagian Pajak Rokok yang langsung dipotong dan disetor ke 

BPJS untuk mendukung program jaminan kesehatan tidak dapat diakui sebagai 

pendapatan.

3.   Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon kepada KSAP untuk dapat 

memberikan arahan / petunjuk terkait penatausahaan dimaksud.

          Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

   

 

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19641024 199203 1 009
 
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
4. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris BAPENDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Pertinggal.

 

   

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan 
oleh Balai Sertifikasi Elektronik ( BSrE).
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1. Sumiyati, Ak., MFM., Ketua Komite Kerja  
2. Dr. Dwi Martani, SE.Ak., CPA., CA., Cert. IPSAS., Wakil Ketua Komite Kerja 
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Sekretaris Komite Kerja 
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Komite Kerja 
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA., Anggota Komite Kerja 
6. Dr. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA., Cert. IPSAS.,  Anggota Komite Kerja 
7. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., CA., Anggota Komite Kerja 
8. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota Komite Kerja 
9. Doddy Setiadi , Ak., MM., CA., CPA., QIA., Anggota Komite Kerja 
10. R. Wiwin Istanti, SE.Ak., M.Laws., Ketua Kelompok Kerja 
11. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., CA., Wakil Ketua Kelompok Kerja 
12. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja 
13. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja 
14. Yulia Candra Kusumarini S.Sos., SE.,  MM., M.Ikom., Anggota Kelompok Kerja 
15. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja 
16. Muliani Sulya F., SE., M.Ec, Dev., CA., Anggota Kelompok Kerja 
17. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja 
18. Mugiya Wardhani, SE, M.Si., Anggota Kelompok Kerja 
19. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Cert. IPSAS.,  Anggota Kelompok Kerja  
20. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Cert. IPSAS.,  Anggota Kelompok Kerja 
21. Jamason Sinaga, Ak., MAP., CA., CRMP., Anggota Kelompok Kerja 
22. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si.., CA., Cert. IPSAS.,  Anggota Kelompok Kerja 
23. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Cert. IPSAS.,  Anggota Kelompok Kerja 
24. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja 
25. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja 
26. Dr. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja 
27. Ananto Budiono, SE., MAP., Anggota Kelompok Kerja 
28. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., CGAP., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja 
29. Didied Ary Setyanang, SST.Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja 
30. Joko Tri Prasetyo, SST.Ak., M.AcctgFin., Anggota Kelompok Kerja 
31. Jona Maria Matow, SIP., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja 
32. Budiman, SST., SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja 
33. Januarti Tiurmaida, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja 
34. I Putu Sukma Hendrawan., SE., Anggota Kelompok Kerja 
35. Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM., CAPM, CPMA., Anggota Kelompok Kerja 
36. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja 
37. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja 

38. Budi Mulyana, SE., M.Si., Anggota Kelompok Kerja 
 

 

 



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2

Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia

Telepon : +62 21 3449230 Ext. 5311

http://www.ksap.org

e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com


